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ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka.
Kebijakan harga gabah merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani
sebagai produsen utama beras, yang merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah
untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan harga gabah, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut di tingkat daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah
daerah, petani, dan pelaku pasar gabah, serta observasi lapangan dan dokumentasi terkait kebijakan harga gabah. Analisis
data dilakukan secara tematik dengan pengkodean sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh
ketidaksesuaian harga pembelian pemerintah dengan harga pasar lokal, kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah, serta keterbatasan infrastruktur distribusi. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan keterbatasan akses
petani terhadap informasi dan teknologi turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan
pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif, penguatan koordinasi, penyederhanaan prosedur, serta pemberdayaan petani
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan harga gabah dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Harga Gabah, Pelaksanaan Kebijakan, Ketahanan Pangan, Petani, Koordinasi Pemerintah, Studi
Kasus, Kabupaten Kolaka.

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of the implementation of the central government's rice price policy in Kolaka Regency. The rice price policy is a
strategic effort by the government to maintain price stability and the welfare of farmers as the main producers of rice, which is the staple food of the
Indonesian pegple. The purpose of this study is to understand in depth the process of implementing the rice price policy, the challenges faced, and the
Jactors that influence the effectiveness of the policy at the regional level. The type of research used is qualitative with a case study approach. Data
were collected throngh in-depth interviews with key informants such as local government officials, farmers, and rice market players, as well as field
observations and documentation related to the rice price policy. Data analysis was carried ont thematically with systematic coding to identify the
main patterns and themes that emerged from the data. The results of the study indicate that the implementation of the rice price policy in Kolaka
Regency was influenced by the mismatch between government purchase prices and local market prices, coordination constraints between the central
and regional governments, and limited distribution infrastructure. In addition, external factors such as climate change and limited farmer access to
information and technology also influenced the dynamics of policy implementation. This study emphasizes the importance of a holistic and
participatory approach, strengthening coordination, simplifying procedures, and empowering farmers to increase the effectiveness of the rice price
policy and support sustainable food security.

Keywords: Rice Price Policy, Policy Implementation, Food Security, Farmers, Government — Coordination, Case Study, Kolaka Regency.
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PENDAHULUAN

Kebijakan harga gabah di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintah pusat
dalam menjaga stabilitas ekonomi pertanian nasional. (Suryana et al., 2014). Harga Gabah ditetapkan
dengan tujuan melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga di pasar dan memastikan
keberlanjutan produksi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini
seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal distribusi dan penyerapan gabah hasil panen.(Putri
Amirah Latifah, 2024). Salah satu kendala signifikan adalah fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor eksternal seperti gangguan produksi akibat El Nino, perubahan geopolitik global, hingga
kebijakan restriksi ekspor pangan oleh negara lain, sehingga turut mempengaruhi harga gabah di dalam
negeri. (Ummah, 2023)

Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah telah menempatkan stabilitas harga pangan
sebagai prioritas utama, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi,
serta upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi dasar pijakan bagi kebijakan
harga gabah. Dengan demikian, kebijakan harga gabah tidak hanya berdampak pada sektor pertanian,
tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pertumbuhan
ckonomi secara nasional.(Bappenas, 2015)

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan kebijakan
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi petani dan mendukung swasembada
pangan. Pada 31 Maret 2023, Bapanas mengumumkan kenaikan HPP gabah kering panen (GKP) dari
Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilogram, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dan
stabilitas pangan nasional. (Suryana et al., 2023) Lebih lanjut, pada 30 Januari 2025, pemerintah kembali
menyesuaikan HPP GKP menjadi Rp6.500 per kilogram, dengan menghilangkan mekanisme rafaksi
harga yang sebelumnya diberlakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah penyerapan gabah
oleh Perum Bulog dan memastikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. (Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025)

Petani di Kabupaten Kolaka merasakan dampak positif dari kebijakan HPP gabah. Dengan harga
yang lebih tinggi, petani memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas gabah. Hal ini
sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung
kesejahteraan petani.(Kolaka, 2025). Di tingkat pelaksana, berbagai upaya telah dilakukan untuk
mendukung stabilisasi harga gabah, seperti fasilitasi distribusi pangan dan penyelenggaraan bazar
pangan murah. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) misalnya, secara konkret
bertujuan menjaga harga pembelian gabah di tingkat petani agar tetap menguntungkan, sekaligus
memastikan harga penjualan di tingkat konsumen tetap terjangkau. Namun, gejolak harga tetap terjadi

terutama saat panen raya, ketika harga gabah cenderung turun di bawah Harga Pembelian Pemerintah
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(HPP), atau sebaliknya saat pasokan menurun yang menyebabkan harga melonjak di pasar
konsumen.(Adhawiyah, 2024).

Penelitian-penelitian terkini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan harga gabah sangat
dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Kabupaten Kolaka,
dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah memperlihatkan adanya tantangan mulai dari penyesuaian
harga di tingkat petani, keterbatasan fasilitas distribusi, hingga perlunya peningkatan efisiensi
penyerapan hasil panen. Kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung
ketahanan pangan daerah. Selain itu, kebijakan harga gabah juga harus selaras dengan upaya
peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kesejahteraan petani sebagai
produsen utama di sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh stabilitas harga, tetapi juga peluang
investasi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan teknologi.(Wahyudi, 2012) Dengan
demikian, studi kasus di Kabupaten Kolaka dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan
dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan harga gabah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan

pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan
untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat
di Kabupaten Kolaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi proses, persepsi, dan interaksi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut secara kontekstual dan holistik. Penelitian ini menekankan pada
pengumpulan data yang kaya dan detail melalui berbagai teknik, sehingga dapat menggambarkan realitas
sosial yang kompleks terkait kebijakan harga gabah. (Tisdel, 2010)

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan informan
kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, petani, dan pelaku pasar gabah. Wawancara ini dirancang
secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada
topik penelitian. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan
kebijakan di tingkat daerah, termasuk mekanisme distribusi dan interaksi antara petani dengan
pemerintah. Dokumentasi berupa laporan resmi, peraturan, dan data statistik juga dikumpulkan untuk
melengkapi dan memperkuat analisis(Hardani, 2020).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan langkah-langkah pengkodean data yang sistematis.
Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaji untuk mengidentifikasi pola, tema, dan
kategori yang relevan dengan dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah. Proses analisis ini bersifat

iteratif, di mana peneliti terus-menerus membandingkan data baru dengan temuan sebelumnya untuk
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memastikan validitas dan kedalaman pemahaman. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi
yang menggambarkan konteks, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
(Lungu, 2022).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode,
yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu,
peneliti juga melakukan pengecekan wulang (member checking dengan beberapa informan untuk
memastikan interpretasi data sudah sesuai dengan perspektif mereka. Pendekatan ini bertujuan
meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian (Muhammad Hasan, 2023).

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan harga gabah dijalankan
di Kabupaten Kolaka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam
pelaksanaannya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang

lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan petani dan masyarakat (Swift, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di
Kabupaten Kolaka mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan
cksternal. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara harga pembelian pemerintah
(HPP) dengan harga pasar lokal yang sering kali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Hal ini
sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Nugroho yang menyatakan bahwa fluktuasi harga gabah di
tingkat daerah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan pusat, sehingga menimbulkan ketidakpastian
bagi petani (Nugroho et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur distribusi yang
menghambat penyerapan gabah oleh Bulog dan lembaga terkait.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan petani dan pejabat daerah mengungkapkan bahwa
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah di
Kabupaten Kolaka menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan harga gabah dengan kondisi
lokal yang spesifik, seperti musim panen dan tingkat produksi. Studi oleh Suhardi mendukung temuan
ini dengan menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam
pelaksanaan kebijakan pertanian agar dapat responsif terhadap dinamika lokal.(Suhardi, 2024)
Kurangnya komunikasi efektif menyebabkan kebijakan harga gabah kurang optimal dalam menjawab
kebutuhan petani.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan, observasi lapangan mengindikasikan bahwa proses penyerapan
gabah oleh Bulog di Kabupaten Kolaka masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Prosedur
yang rumit dan waktu penyerapan yang lama menyebabkan petani cenderung menjual gabah ke pasar

bebas dengan harga yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Surya yang menyoroti bahwa
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birokrasi yang berbelit dalam penyerapan gabah dapat menurunkan efektivitas kebijakan harga
pemerintah. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan percepatan proses penyerapan menjadi
rekomendasi penting (Sembiring et al., 2021).

Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan kondisi pasar global juga mempengaruhi
dinamika harga gabah di Kabupaten Kolaka. Perubahan cuaca yang tidak menentu berdampak pada
hasil panen dan kualitas gabah, sehingga mempengaruhi harga di pasar lokal. Penelitian oleh Teddy
mengungkapkan bahwa ketidakpastian iklim menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi
stabilitas harga pangan di daerah-daerah agraris. Oleh karena itu, kebijakan harga gabah perlu
diintegrasikan dengan strategi adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan pangan.(Arifiyanto,
2024)

Dalam konteks sosial ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Kolaka
masith menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi harga dan teknologi pertanian. Hal ini
menyebabkan mereka kurang mampu memanfaatkan kebijakan harga gabah secara optimal. Studi oleh
Asbi et.al menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan agar
mereka dapat beradaptasi dengan kebijakan dan kondisi pasar yang dinamis. Peningkatan literasi
pertanian menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan harga gabah. (Amin et
al., 2023)

Pembahasan lebih lanjut menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam
pelaksanaan kebijakan harga gabah. Keterlibatan aktif petani dan pemangku kepentingan lokal dalam
perumusan dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan tersebut. Hal
ini sejalan dengan pandangan dari Sali Susiana yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam
kebijakan pertanian dapat memperkuat implementasi dan keberlanjutan program. Dengan demikian,
kebijakan harga gabah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan
kebutuhan lokal.(Susiana, 2015)

Akhirnya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah di
Kabupaten Kolaka memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Integrasi antara kebijakan harga,
peningkatan infrastruktur, penguatan koordinasi antar pemerintah, serta pemberdayaan petani menjadi
faktor kunci keberhasilan. Penelitian oleh Iim et.al mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa
kebijakan pertanian yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lokal dan global

secara simultan. (Mucharam et al, 2022) Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus

bl

mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk mencapai tujuan

pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
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KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh
pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka menghadapi berbagai dinamika yang kompleks, mulai dari
ketidaksesuaian harga pembelian pemerintah dengan harga pasar lokal hingga kendala koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur distribusi, prosedur
birokrasi yang rumit, perubahan iklim, serta keterbatasan akses petani terhadap informasi dan teknologi
turut mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan
harga gabah memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, dengan penguatan koordinasi antar
pemerintah, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas petani, serta integrasi strategi adaptasi
perubahan iklim. Pendekatan partisipatif yang melibatkan petani dan pemangku kepentingan lokal juga
sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan
harga gabah yang responsif terhadap kondisi lokal dan global dapat mendukung ketahanan pangan dan

kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
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